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ARSTRACT

intelleciual Praperty Hight 1 2n economicelly highly voluakde agser Por the powener oned con sontribate
considenibly in nationn] economic development. Therefore, law mloreement is needed 10 protect the
Intellectun] Propery Bight. [Indhis view, the Custem officers as Border Enforcement Agency, have the rule to

control the impart and export activities of goods withoul Intellecteal Property Right. [n conducting this rule, |

U e Custom refers e Part 110 Section [V of TRIPs Agreemea: which have been transiated by Indonesion
Ciwemment info the Law Wo, 17 Year of 2006 on Customary in Chapter 54 10 Chapler 64, Based on the
regsming aboez, this sudy will discuss about bow the Custom as Border Enlorcement Agency conduects their
procedure towaeds goods withour Inteileciuad Propedy Right, what the procedure of Intelicciual Progerty
Right enlorcement scconding o the Liw Moo 17 Year of 2006 o Customary i, and whal seems o be the
vhancle faeed by the Custom in carrving its rele. In this sody the adbor med normative s research
method with emphasize on tee study of law syaclrosiztion by studying how far the syochrenization o
accordance among the present wraten laws. Moreover, in this study the author used peimary data o support
the secondary diste obfiined from direet interview with ofTicers and coployees in KPR Tvpe A3 Teluk
Basywr, Posfang, The resuli of the swudy showed ot the s in cusdomary and Intelleciun Property Right law,
eapecinlly on Intellectuzl Propeny Right protection, whick should be conducted by the Custom oflicers were
in accordance with and men the standaed setin TRIPS, Inonealicy, however, DIJBC had nol optimieed their mle
according to the demand of the law, This was due to the wsfirished Cpenstional Regulation on this subject
ind this duly was relatively newly incorporated within the Eaw Mo, 17 Yeor of 2006 on Customary, To solve
ihis problem, the custem had seat thewr posons on Intellecionl Property Bight training e improve their

| Pumuan resources so they eould enlorce te Intellecinal Propery Right law betoce,
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BAR 1
PENDATIULUAN
A. Latar Helakang Masalah

Hak atas Kekavaan Intelektoal (Hakl) merupakan kekayvaan atau assel
vang  bernilan ckenomi tmggl serla memberikan mantzat ekonomis bagi
perailiknya, Disamping ite, pemantaatan terbadap Hakl juga dapat memberikan
sumbangan yang cukup besar pada perkembangan ckonomi seatu Negara, Apabila
terjadt  pemingkatan pelanggaran lerhadap Hakl pada suatu Mepara maka
mengakibatkan dampak kerugian vang fuas, baik terhadap kepentingan pemilik
hak maupun terhadap kepentingan publik,

Pada awal tabun 2000, lndonesia telah melakokan beberapa perubahan
vang mendasar terhadap Undang-Undang yanp berkaitan dengan HaKL seperti
Undang-Undang Momor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undapp-Undang Nomer
15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahoen 2002
tentang Hak Cipta, Mamon ketiga Unding-Undang tersebut belum teraza efektif
karena pelanggaran HakK 1 seperti pembajakan dan pemalsuan semakin meningkat.

Pewasa i Fenomena permbajakan i Indonesia sangat memprihatinkan.
karena produk bajakan di Indonesia sangat modah i lemei dimana-mana. Pada
urrmyva, prodok vane seeing di bajak antara lain, [im dalam bentuk, VO
DV LD atan hasil mdostrn musik, software, bukoe bahkan sudah merambah
dunia farmasi.

Menurod hasil studi vang dilskukan Sfersational Date Corperation (1)
menunjukan bahwa sepanjang dahun 2005, 37% software vang digunakan di

indonesia adalah hasib bajakan, Tingginyva angka pembajokan vang tidak bergerak



sejak 2004 menempatkan Indenesia sebagai Mepars pembajak nomor 3 terbesar
didunia setelah Vietnam dan Zimbabwwe. Poserstied Lose {potensi kerugian) dari
tindakan pembajakan tersebut telah mencapan 1.8 miliar Dollar Amerika Serikal
dalzm setahun.’

Asim El sheikh, Abdullah Abdali Rashed. Bashar Al Quidah. dan A
Graham Pence dalam anikel “An Exploratory Stedv of Sofware Piracy in
Sorgan' yang mengemukakan hastl penclittan pembajakan perangkat lunak di
Wesmara-nepara berkembang denpan stodi kosus Y ordania mengungkapkan bahwa
penyebab pembagakan i Megara berkembang lebib tinggi di banding Negara maju
Larena tngkat Lesadaran hukom masyarako masih rendah, Pada omuoemnya
masvarakat ticlak menvadan babhwa meng-copy peramgkat Junak adalah perbuatan
ilegal ataw melawan hokum, namun schapian masyarakat menvadarg babwa
perbuatan tersebut tidak etis, Disamping itu. penyvebab lainnyva adalah harpa yang
relatil mahal terhadap perangkat lunak. Perangkat lunak dengan harpa plobal akan
lerasa lebih mahal bagt Negara sedang berkembang dibandingkan dengan MNegara
suiah berkembuang, Bika harga terlulo jauh dan kemampuoan konsumen untuk
membeli perangkat funak, maka pembajakan akan sclalu 1u:r_iru:li.1

Ceh karena it tindakan peneyakan bukem oniuk melindung Hakl sangal
diperlukan, karena dengan perlindungan Hakl yang mantap, maka dibarapkan
akan dapm dwciptakan  keadsan vang kondesit sehineea mampe memacu

pemingkatan kegiatan perekonomian nasional. Perlindunpan Hakl yane memadai

Pensng Bousul Pembajukon Sollware dn Indemesia, Pemeringsh Indonesia Bomilmen Berantic

Yombajakan, Penegaken Hokl D9 Indonesia, Lambad taps Past, KOMPAS CYBER MEDA File
Foupik Korobmian, Lanskah Steteess DOEC dabam memberanss pembagaken, Wt Bea Cuka,
sy I8, April 2007, hal, 46
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g dibarapkan oleh masyarakan internasional karena pada beberapa kasos
dampak pelanggearan Hakl juga dapat mencakup kepentingan antar Megara.

Berdasarkan Part L TRIPs: “Exforcomens of tcleciual Properny Risir
(Penegakan Hak Atas Kekavaan Intelektoal). diantaranya mencakup Seorfon
Sewciad Reguivement Belated to border Measwr ™ (Persyaratan Khusus vang terkanl
dengan tindakan ditapal batas Nepara), yanp menpatur menpenal ©Suspension of
Release by Customs Awiforiies (Penongguhan Pengeluaran Barang Oleh Aparat
Pabcan). telah memberikan kewenangan penuh kepada Institusi Kepabeanan
Limtuk mengawasi falu hintas barang diperbatasan yang diduga hasal pelanggaran
Hak Atas Eekayaan Inelektual, Uik o Direkiosat lenderal Bea dan Cukai
telah mengakomodic rekomendasi TRIPs tersebut dalam Undang-Undang Nomor
[ Tahun 19495 tentang Kepabeanan pada Pasal 34 sampai Pasal &4, namun
disadan dalam prakieknva selama ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum
dapat berperan optimal sesual dengan tuntutan Undang-Undang tersebo,

Hal ini dischabkan karena masih belum selesainva Peraturan Pemerintabs
(FP1 tentang peppawasan HakKl yang mengalur antara lain peran Direktorat
lenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan Hakl.

kendalz  wama  yang  menvebabkan  tidak  terealisasinya  Peraturan
Pemerintah (PP tersebul karena adanva perkembangzan ketentuan yang mengatur
rertang vunsbks vang berbeda antara Uindang-Undang Nomor 10 Tabun 1995
wentang Kepabeanan  desgan Undang-Undang vang  mengatar HaRl  seperti.
ndang-Indang Merek atau Undang-Undang Hak Cipta. Jadi untuk mengatas
permasalaban ina, maka diberlakukanlab Undang-Undang Momor 17 Talun 2006

entang perubahan aws Undang-Unding Nomor 100 Tahun 1995 tentang

rd



Kepabeanan, schingga saat ini lidak adalagl ketentuan yuarisdiksi vang berhbeda
antara Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-undang Merek dan Undang-
Undang Hak Cipra

Jadhi, sehagn aparal pengowas lale Iintas ckspor dan impor (harder crosy
coerall, maka Bea dan Cuko memaliki peraman penting, koarena adanya tindakan
pepanggiehan oleh Bea din Cokar (sevpenyvion of release by cuvlfoms) pada Vexir ™
darr “entry porad’” th kawasan pabean (pelabuban, bandarn odara,  maupun
periatasan darat) sehingpa dapat mencegah barang vang di doga melangsar Hak
atas Kekavaan Intelekival {Hak [}, bask barang vang di palsukan macpun barang
hastl bajakan sebelum barang tersebut beredar kepasaran demestik atan sebelum
barang tersebut di ekspor ke luar dacrah pabean.

keterlibatan  Dercktorat Jenderal Bea dan Cukal dalam  membantu
rengawasan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektuz] (Hakl} baro di mulal sejak
tabinn 199497, bersomaan denpgan berlakunya secarg efektil Undang-Undang Nomor
i Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sckarmang telab disempumakan denpan
Undang-Undang Nomor 17 taban 2006 tentang Perubaban Atas Undang-Lndang
Seowror 161 Tabon 1995 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan wraian vang telab dikemukakan distas, penulis tertank antuk
menelit bagainana aturan-sturan hukum vang ada. baik secarn nasional dan
hukoum internastonal dapat diterapkaon dalam melaksanakan tmdokan kepobeanan
tethadap barange hasil pelanpgaran lak atas Kekavaan Intelekival (HaKl} oleh
Aparat Bea dan Cukai dalam schugh skripsi vang berjuduil “PELAKSANAAN
TINDAKAN KEFABEANAN TERHADAP BARANG HASIL
PELAMNGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hakl)

sri Adulvani Indeawati, Amanal Menleri beuangan Republik Indoncsia dalam Rancka
Memnperingiti 1l Pabean Sedunia Be-52 Tanpeal 26 Janeasi 2007, Warta Bea Cokal, Edist 388,
Sazer PO07 Bl A7




MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
KEPABEANAN"

B, Pernmusan MMasalah

Adapun beberapa permasafaban yang akan ditelhitn dan dibahas dalam

penulisan skripst mi adalah:

I

-

122

Hapaimanakah peranan Bea dan Cuka sehapai " Border Foforcemen
Agency’ dalam pelaksanaan Tindakan Kepabeanan terhadap barang
lasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelekiual {(HakTy?
Bagaimanakah cam pepegakan hukum 1ak atas Kekavaan Intelektual
(Hakly menunnt Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2006 lentang
Kepabeanan?

Apa saja kendala-kendala pibak Bea dan Cukal dalam pelaksanaan

Tindukan Kepabeanan techadap barang hasil pelangearan Hak atas

Kekavium Inmelektoal (HakIy?

. Tujuan Penelitian

Penelitian im berujuan untuk menjawab permasalaban vang dikemukakan,

vain:

¥

P2

Untuk  mengetahui peranan Bea dan Cukan schagal " Berder
Enforcement Agency” dalam  pelaksanaan Tindakan Kepabesnan
terhadap barang hasil pelanggaran Hak otas Kekavaan  Intelekal
Hlak T}

Untek menpetahui cara penceakan hukum Hak ales Kekavaan
Imelekroal (Hakl) menorut Undang-Undung Nomoer 17 Tabun 2006

temany Kepabeanan,

i



BAR I
PENUTUP
A Kesimpulan

Herdasarkan wraian yang telah dipaparkan pada bapian sebelumnya dari

penulizan skripsi ink. maka dapatlah ditarik kesimpuolan, vaito :
|, Peranan Bea dan Cukai sebagai *° Border Enforcement Agency” dalam
melaksanakan tindakan kepabeanan terhadap barang hasil pelangearan Hak]
aclalah schagal aparat pengawas lalu lintas barang yane masuk dan keluar dari
wilavah pabean, maka Bea dan Cukan dapat sceara efekif menepah dan
menangkal barang-baranng hasil pelangparan Hakl sebelum masuk dalam
sistern distribusi don peredaran bebas, Disamping i, Bes dan Cukal memiliki
kewenangan unluk melakukan pencgahan dan penvitaan barang. pemeriksaan
dokumen, pemerikswm  Dsik barang, dan Bea dan Cukai jupa  dapm
mengidentifikas: asal barang yvang melanggar HaKl tersebut  dengan adunya

kenasama antar Instanst Bea dan Cukai 81 berbagai negara.

2. Kelentuan dan cara penegakan Hukum HaKT dalam Undang-undang Momor 17
Tahun 2006 wentang  Kepabeanan diatur dalam Bagian Kedua Bab X tentang
Pengendalian Impoer dan Ekspor Barang hasi] pelanggaran Hak mas Kekavoan
ldelekiuad, Dalam melaksanakan fungsi penpendalian tersehe dilakukan
dengan cara penangpuhan pengeluaran barang impor dan ekspor dan Kawasan
Pabean unuk memberkan kesempatan kepada vang berhak untuk menpambil
tindakan hukum. Penangguban pengeluaran barang tersebut dilakukan dengan
dua cara yaitu ; pertama, penanggeuhan pegeluaran barang impor dan ekspor

Perdasarkan perintah tertubis dart Ketsa Peneadila Nisga atas permintaan



pemilik dtau pemegang Hakl denpan mengajukan bukti vang cukup menpenai
adanya pelanggaran Hakl disertai penempatan jaminan untuk dipertaruhkan
(Passive Action Prosedure).  Kedua karena jobatan  {secara Ex-officio)
berdosarkan buktl vang cukup mengenai wlanva pelanpearan Hakl (dcrive

Action Procedure)

g

Kendala-kendala vang dihadapi oleh pihak Bea dan Cukai dalam melaksanakan
peramnyia unluk melakekan tndakan kepabeasan terhacdap barang  hasil
pelangeran HaKT yaitu @ dalam bal perlindunpan terhadap HaKl mempakan
tugas vang barw diletapkan dalam undang-undang sehingpa masih banyak
terdapat kekurangan dalam  pelakssnzanva serta belum adanya  Peraturan
Pemerintah tentang pengawasan terhadap Hakl vang dilakukan oleh Bea dan
Cukal menpakibatkan pelaksanasn penpendalian lmpor dan ekspor barang
vang melanggar Hakll tidak terlaksana denpan efekif . Oleh sebab itu Bea dan
cukar belom dapat melaksanakan tugas penpawasan terhadap barang yang
diduga melanggar HAKID dengan maksimal seria Ruang  lingkup tingka
kewenangan yang diberikan kepada Bea dan Cukal berbeda ditiap negara,
LOSARAN

Pihak Bea dan Cokai dalaom melaksanakan penangguhan pengeluaran barang
secara cx-officie action, agar lebih 1eliti dan berhati-hati karena tidak seperti
penangothan pengeluaran barang berdasarkan perintah Ketoa  Pengadilan
Miaga, karcna dalam penangguban penpeluanm harang berdasarkan ex-officio
action tidak diatur mengenal vang jaminan vang harus diserahkan denpan

pertimbangan DIBC menghadapi nisiko untuk menghadaps gami rugd, apabila

fah
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